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. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 20
- (Lembaran Negara Republik

0. Undang-Undang Nomot
Pengelolaan dan Tanggun

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
NOMOR 3 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH BUMBU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala
Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan

Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor o,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385 1)

tentang Pembentukan
Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi

Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4265);

tentang Keuangan Negara
Tahun 2003 Nomor 47,
nesia Nomor 4286);

04 tentang Perbendaharaan Negara
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
publik Indonesia Nomor 4355);

_lS Tahun 2004
gawab Keuangan Ne

(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tambahan Lembaran Negara Republik Indo

Tambahan Lembaran Negara Re

tentang ‘Pemeriksaan,
gara (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Sistem Perencanaan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S :
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indo'nema Tahu.n
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2094 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indom?ma Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Per'ubahap Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

E;E(;r 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang P
engelol
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Neggra Rg:p?lg?irll

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Le
Republik Indonesia Nomor 4502); mbaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 200

' S tentang D
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200g5 NO;I(I;
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43575);

f(eraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Ni\xf;gaj\[% 8Da’;?rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
e 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor

65 Tahun 2010 tentan
g Perubah -
Tahun 2005 tentang Sters 1. an Peraturan Pemeritah Nomor 56

Negara Republik Tahun 2010 Nomor 10 220820 Daerah (Lemb
’ N aran
Republik Indonesia Nomer 5155;).mor 110, Tambahan Lembaran Negara
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang

~ Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

.~ Tahun Anggaran 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011

i 28,
+°  Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
-+ Indonesia Nomor 694);

Nomor 309);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang




29. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2405
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah
Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 14 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2009 Nomor 14);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2011
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Bumbu Tahun 2011 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2011
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 27);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU

dan
BUPATI TANAH BUMBU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Kkeuangan
memuat :

a. Laporan realisasi anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan arus kas; dan
d. Catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam (1) dilampiri dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
tahun anggaran 2011 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 878.577.525.198,00
b. Belanja Rp. 646.699.825.320,00

Surplus/Defisit Rp.231.877.699.878,00
¢. Pembiayaan

= Penerimaan Rp. -

‘- Pengeluaran Rp. 45.637.467.900,00

"~ Jumlah Pembiayaan Netto - Rp.(45.637.467.900,00)




Pasal 3

Uraian laporan anggaran scbagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai
berikut :

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan daerah sejumlah
Rp108.173.797.524,52 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran Pendapatan setclah Perubahan Rp. 77 0.403.727.673,48

b. Realisasi Rp. 878.577.525.198,00
Selisih lebih/(Kurang) Rp. 108.173.797.524,52
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp(89.076.842.319,00) dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 735.776.667.639,00
b. Realisasi Rp. 646.699.825.320,00
Selisih lebih/(Kurang) Rp. (89.076.842.319,00)

(3) Selisih  anggaran  dengan  realisasi ~ surplus/defisit sejumlah
Rp197.250.639.843,52 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 34.627.060.034,48
b. Realisasi Rp.231.877.699.878.,00
Selisih lebih/(Kurang) Rp. 197.250.639.843,52

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp(46.832.087.978,89) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 46.832.087.978,89
b. Realisasi Rp.( )
Selisih lebih/(kurang) Rp. (46.832.087.978,89)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp(35.821.680.113,37) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

Setelah Perubahan Rp. 81.459.148.013,37
b. Realisasi Rp. 45.637.467.900,00
Selisih lebih/(Kurang) Rp.(35.821.680.113,37)

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah
Rp(11.010.407.865,52) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan neto

Setelah Perubahan Rp.( 34.627.060.034,48)
b. Realisasi Rp.( 45.637.467.900,00)
Selisih lebih/(Kurang) Rp. (11.010.407.865,52)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b per 31 Desember 2011
sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp.1.646.171.173.771,18
b. Jumlah kewajiban Rp. 1.417.570.605,00
c. Jumlah ekuitas dana Rp.1.644.753.603.166,18




Pasal 5

LaPOfS:r:;EiS kas Seb.agaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yae I'sampai dengan 31 Desember 2011 sebagai berikut :

a.
b.

C.

Saldo kas 1 Januari 2011

Arus kas dari aktivitas operasi

Rp. 46.642.512.096,89
Rp. 374.700.491.354,00

Arus kas dari aktivitas investasi aset

Non keuangan

Rp.(143.122.137.962,00)

Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (45.637.467.900,00)

Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. 1.457.006.269,50

Saldo kas akhir per 31 Desember 2011 Rp. 234.040.403.858,39
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
d tak.luq anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun
kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I

Lampiran 1.1

Lampiran 1.2
Lampiran [.3

Lampiran 1.4

Lampiran 1.5
Lampiran 1.6
Lampiran 1.7

Lampiran 1.8

Lampiran 1.9

Lampiran 1.10
Lampiran .11

b.Lampiranll =
: ¢.Lampiran 11l Seave
d.Lampiran IV = :

Laporan realisasi anggaran,

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan
daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

Daftar piutang daerah;
Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset

tetap daerah;

daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset
lainnya;

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya;

Daftar dana cadangan daerah;dan

Daftar pinjaman daerah dan oblogasi daerah.

Neraca
Laporan arus kas

Catatan atas laporan keuangan
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.Diundangkan di Batulicin
ipada tanggal 27 Agustus 2012

%EKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,
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' LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU
| TAHUN 2012 NOMOR &

Pasal 8

Lam.pfran .laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dart :

a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan
Daex.'ah tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Kententuan lebih lanjut mengenai Penjabaran pertanggungiawaban
pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanah Bumbu.

AMRAIR ? Ditetapkan di Batulicin

i %6 Pada tanggal 27 Agustus 2012
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